SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN HASIL PENILAIAN
KESEHATAN KSP/USP, KJKS/UJKS KOPERASI KEPADA KEPALA DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PATI

Menimbang a.
b.
C.
Mengingat 1.
2.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

bahwa dalam rangka mewujudkan KSP/USP, KJKS/UJKS
Koperasi yang sehat, sesuai dengan jati diri koperasi dan
prinsip kehati-hatian serta dikelola secara profesional,
koperasi perlu dinilai kesehatannya, sehingga dapat
meningkatkan  manfaat kepada  anggotanya dan

masyarakat sekitarnya;

bahwa dalam rangka memberikan penilaian kesehatan
kepada KSP/USP, KJKS/UJKS Koperasi perlu dilakukan
secara efektif dan efisien;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Pati tentang Pendelegasian Wewenang
Penandatanganan Hasil Penilaian Kesehatan KSP/USP,
KJKS/UJKS Koperasi Kepada Kepala Dinas Usaha Mikro
Kecil dan Menengah Kabupaten Pati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-UndangNomor 25 Tahun 1992
tentangPerkoperasian (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, TambahanLembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3502);



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, danMenengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, TambahanLembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
PerubahanKeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2015 Nomor 58,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh

Koperasi;

PeraturanPemerintahNomor 38 Tahun 2007
tentangPembagianUrusanPemerintahanantaraPemerintah,
Pemerintahan Daerah ProvinsidanPemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang
PelaksanaanUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil, danMenengah(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5404);



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 83 Tahun 2014

tentangPedoman Pemberianlzin Usaha Mikrodan Kecil;

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman
Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan

Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi;

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam
OlehKoperasi;

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan
UnitSimpan Pinjam Koperasi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008
tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan
Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah 21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman
Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan
Pinjam Koperasi;

Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa

Keuangan Syariah;

Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam Rangka
Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar
dan Pembubaran  Koperasi pada Propinsi dan

Kabupaten/Kota;



Menetapkan

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

38);

17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Koperasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2013 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah KabupatenPatitentangNomor 3 Tahun
2008 TentangUrusanPemerintahanKabupatenPati
(Lembaran Daerah KabupatenPatiTahun 2008 Nomor 3,

TambahanLembaran Daerah KabupatenPatiNomor 22);
MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANGPENDELEGASIAN
WEWENANG PENANDATANGANAN HASIL  PENILAIAN
KESEHATAN KSP/USP, KJKS/UJKS KOPERASI KEPADA
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN PATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pati.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati
sebagaiunsurpenyelenggaraPemerintahan Daerah yang
memimpinpelaksanaanurusanpemerintahan yang

menjadikewenangandaerahotonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.

4. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Koperasi
dan UMKM adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Pati.



10.

11

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang
perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan
pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal
untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan
kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya
sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut KSP
adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam
sebagai satu-satunya usaha.

Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut
USP Koperasi adalahunit usaha koperasi yang bergerak di
bidang usaha simpan pinjam, sebagaibagian dari kegiatan
usaha koperasi yang bersangkutan.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang selanjutnya disebut
KJKS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di
bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola
syariah.

Unit  Jasa Keuangan Syariah Koperasi  yang
selanjutnyadisebut UJKS Koperasi, adalah unit usaha
pada Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang
pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola syariah,
sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang
bersangkutan.

Kesehatan KSP/USP, KUKS/UJKS Koperasi adalah kondisi
atau keadaan koperasi yangdinyatakan sehat, cukup

sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidaksehat.

. Pejabat Penilai Kesehatan KSP/USP, KUKS/UJKS Koperasi

yang selanjutnyadisebut Pejabat Penilai adalah pejabat
yang ditetapkan oleh Bupati sebagai pejabat yang

berwenanguntuk memberikan penilaian kesehatan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

RuanglingkuppengaturandalamPeraturanBupatiinimeliputipe

mberianpenilaian kesehatanbagipelakuusahaKSP/USP,
KJKS/UJKS Koperasi.



BAB III
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
Pasal 3

(1) BupatimendelegasikankewenangannyakepadaKepala Dinas
Koperasi dan UMKM sebagaiPejabat Penilai Kesehatan
KSP/USP, KJKS/UJKS Koperasi.

(2) Dalammelaksanakankewenangansebagaimanadimaksudpa
daayat (1), Kepala Dinas Koperasi dan
UMKMmenyampaikanlaporankepadaBupatisecaraberkalas

etiap 6 (enam) bulansekali.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupatiini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 4 Februari 2015

BUPATI PATI,

Ttd.
HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal4 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2015 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH, MM
Penata Tingkat |
NIP. 19720424 199703 2 010




